PUBLICHESS

PUBLICNLESS

[ Journal of Public Administration Studies
Je=—s https://publicness.ppj.unp.ac.id - Volume 2 | Nomor 4 | Tahun 2023

ISSN 2830-1714 (Cetak)
ISSN 2830-0963 (Online)

EKSPLORASI E-GOVERNANCE: MENJAWAB TANTANGAN IMPLEMENTASI E-

COMMERCE ERA VUCA DI INDONESIA

Ismaya Indri Astuti'®, Alya Nurayu Sulisman?®), Sri Ropika Dana Br Tarigan3©

L23Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
dismayaindri@gmail.com, ¥7775230002@untirta.ac.id , 97775230020@untirta.ac.id

INFORMASI
ARTIKEL

ABSTRAK

Article History:
Dikirim:
26-11-2023
Diterbitkan Online:
31-12-2023

Kata Kunci:
VUCA, E-Commerce, E-
Governance

Keywords:

VUCA, E-Commerce, E-
Governance

Corresponding Author:
ismayaindri@gmail.com

DOI:

Transformasi Digital telah menjadi suatu pendorong utama dalam
meralisasikan ambisi indonesia emas di tahun 2045. Ekonomi digital
merupakan sektor utama dalam peningkatan pertumbuhan yang signifikan,
khususnya dalam sektor perdagangan elektronik atau E-Commerce.
Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia tidak hanya menjanjikan peluang,
namun juga turut menyumbang tantangan yang kompleks di tengah dinamika
era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Penelitian
ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi
literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kursial dari E-
Governance dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan
ekonomi digital, sekaligus menjawab tantangan kompleks yang timbul dalam
menghadapi perubahan cepat dan ketidakpastian di era VUCA. kehadiran E-
Commerce di Indonesia telah menciptakan ketidakpastian hukum atau
regulasi untuk menaungi gejolak pasar digital, perubahan yang cepat dari
informasi dan teknologi menimbulkan kekhwatiran keamanan data pada
masyarakat. Eksplorasi E-Governance dapat dilihat dari tiga elemen utama
yaitu support, capacity, dan value. Ketiga elemen tersebut dapat menjawab
bagaimana e-governanace digunakan dalam menghadapi tantangan ekosistem
E-Commerce di era VUCA Indonesia.

ABSTRACT

Digital transformation has emerged as a key driver in realizing Indonesia’s
golden ambitions by 2045. The digital economy stands out as a primary sector
experiencing significant growth, particularly in the realm of electronic
commerce or E-Commerce. The growth of E-Commerce in Indonesia not only
promises opportunities but also poses complex challenges amidst the
dynamics of the VUCA era (Volatility, Uncertainty, Complexity, and
Ambiguity). This qualitative research, utilizing a descriptive approach, draws
data from literature studies. The study aims to analyze the pivotal role of E-
Governance in creating a conducive environment for digital economic growth
while addressing the complex challenges arising from rapid changes and
uncertainties in the VUCA era. The presence of E-Commerce in Indonesia
has created legal and regulatory uncertainties to navigate the disruptions in
the digital market. Swift changes in information and technology raise
concerns about data security among the public. The exploration of E-
Governance is framed within three main elements: support, capacity, and
value. These elements collectively address how E-Governance is utilized to
confront the challenges in the E-Commerce ecosystem in the VUCA era in
Indonesia.
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PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu
motor penggerak dalam mencapai tujuan
Indonesia Emas 2045. Hal ini juga merupakan
upaya keras untuk sepenuhnya mengoptimalkan
potensi ekonomi digital Indonesia guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun
2030, diproyeksikan bahwa ekonomi digital
Indonesia akan berkontribusi sebesar 18%
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang
meningkat tajam dari 8% pada tahun 2022
(Satari, 2023). Kenaikan signifikan dalam
kontribusi ekonomi digital ini didorong oleh
konsumsi yang tinggi dari kelompok usia
produktif, yang merupakan kelompok terbesar
dalam piramida populasi di Indonesia. Dalam
era globalisasi yang semakin meluas dan
revolusi digital yang terus berkembang,
perdagangan elektronik (E-Commerce) telah
memainkan peran krusial dalam mengubah
lanskap ekonomi, politik, dan sosial di berbagai
belahan dunia. Indonesia, sebagai negara
dengan populasi terbesar keempat di dunia,
telah menyaksikan pertumbuhan pesat industri
E-Commerce. Fenomena ini tidak hanya
menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan
kompleks yang mempengaruhi kebijakan
politik dan perkembangan pada bidang ekonomi
nasional.

Dalam waktu satu dekade terakhir industri
E-Commerce di Indonesia terus mengalami
pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun
terakhir. Hal tersebut didukung dengan
kemajuan dalam sistem pembayaran digital
yang telah memudahkan transaksi E-Commerce
di Indonesia. Masyarakat yang melakukan
pembelian online melaui E-Commerce semakin
merasa  dimudahkan dalam  berbelanja,
berinteraksi, dan bertransaksi. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Google,
Temasek, dan Bain and Company pada tahun
2022 memaparkan bahwa nilai ekonomi sektor
E-Commerce Indonesia mencapai hingga
US$59 miliar, yang setara dengan 76,62% dari
total nilai ekonomi digital Indonesia sebesar
US$77 miliar. Angka tersebut menunjukkan
peningkatan sebesar 22% dibandingkan tahun
sebelumnya, di mana nilai ekonomi sektor E-
Commerce masih berada pada angka US$48
miliar. Lebih menarik lagi, jika dibandingkan
dengan periode sebelum pandemi, nilai
ekonomi E-Commerce Indonesia tahun ini
bahkan mencatatkan pertumbuhan yang luar
biasa sebesar 136% dari capaian tahun 2019

yang hanya sekitar US$25 miliar. Proyeksi yang

disajikan oleh Google, Temasek, dan Bain and

Company juga memberikan gambaran optimis

tentang masa depan sektor E-Commerce di

Indonesia. Google, Temasek, dan Bain and

Company memperkirakan bahwa industri ini

akan terus berkembang dan diperkirakan akan

mencapai nilai sebesar US$95 miliar pada tahun

2025 (Annur, 2022).

Pada kondisi era VUCA sebagaian besar E-
Commerce menghadapi tantangan dengan
adanya  perubahan yang cepat dan
ketidakpastian yang terus menerus dalam
lingkungan bisnis. VUCA merupakan akronim
dari Volatility, Uncertainly, Complexity, dan
Ambiguity Pada tahun 1985 Militer Amerika
yaitu United States Army War College yang
mencetuskan istilah VUCA untuk
menggambarkan adanya kondisi geo-politik.
Menurut Praveen (Praveen, 2018) menjelaskan
VUCA dalam point-point sebagai berikut:

a) Volatility, Volalitas ini mengacu pada
tingkatan perubahan yang cepat, yang
mencerminkan ketidakpastian dan
kecepatan perubahan. Pada tahapan ini
besar kecilnya suatu perubahan tidak dapat
diterka lagi, hal ini yang menjadi penyebab
adanya ketidakstabilan atau volalitas.
Komponen ini menggambarkan tentang
tidak ada lagi bisnis yang dapat dijalankan
dengan stabil akibat laju kemajuan
teknologi yang begitu cepat. Pengaruh
utama pada kondisi ini ialah tumbuhnya
berbagai inovasi yang didasarkan pada
perkembangan teknologi yang pesat dan
terus berubah. Pada kondisi seperti ini para
pelaku bisnis dipaksa untuk mengikuti
kemajuan untuk menfaatkan teknologi
semaksimal mungkin. Unsur penting dalam
bertahan pada kondisi ini ialah fleksibilitas
dan adaptivitas dalam  menghadapi
kompetisi industri.

b) Uncertainly, Ketidakpastian ini merujuk
pada ketidakmampuan untuk memprediksi
dengan tepat hasil atau kejadian di masa
depan. Ketidakpastian akan menciptakan
tantangan dalam membuat keputusan
dikarenakan kurangnya informasi yang
jelas. Pada tahapan ini menggambarkan
ketidakpastian dalam menjalankan sebuah
roda perputaran kegiatan perekonomian.
Kondisi ketidakpastian akan menyebabkan
pasar dan industri menjadi sulit untuk
diterka, dipahami, dan diprediksi. Pada
kondisi ini, beberapa perusahaan lebih
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memilih untuk stuck mencari aman dan
tidak  melakukan  perubahan  atas
ketidakpastian yang terjadi. Tindakan
tersebut diambil sebab perusahaan merasa
insecure atau merasa tidak aman untuk
melakukan perubahan pada saat di situasi
yang berubah tidak jelas. Namun, ketika
suatu perusahaan telah menyadari bahwa
mereka telah tertinggal sangat jauh, maka
tindakan dan upaya satu-satunya yang bisa
dilakukan oleh perusahaan tersebut ialah
dengan mau tidak mau harus dilakukan
oleh perusahaan dalam upaya beradaptasi.

¢) Complexity, Kompleksitas menunjukkan
bahwa lingkungan bisnis seringkali terdiri
dari berbagai elemen yang saling terkait dan
kompleks. Pada kondisi ini perusahaan
akan sulit memahami hubungan sebab-
akibat dan merancang solusi yang
sederhana. Pada tahapan ini banyak
perusahaan akan memasuki fase rumit,
berbeda halnya dengan beberapa tahun lalu
perusahaan hanya berfokus untuk mengejar
keuntungan saja. Kondisi saat ini
memerlukan berbagai macam
pertimbangan untuk membuat perusahaan
tetap sustainable dalam menghadapi
derasnya persaingan industri lainnya. Ada
beberapa faktor internal yang perlu
dipersiapkan, seperti penetapan action plan,
manajemen risiko, skill karyawan yang
mumpuni dan tentunya visi dan misi yang
jelas. Selain faktor internal, faktor eksternal
juga  memiliki peran yang perlu
diperhitungkan, misalnya faktor customer
engagement, stakeholder relations, CSR,
dan kepatuhan regulasi.

d) Ambiguity, Ambiguitas memperlihatkan
dan menunjukkan ketidakjelasan atau
ketidakpastian tentang makna dari suatu
situasi. Ambiguitas memberikan efek sulit
memahami informasi dengan jelas dan
cukup menyulitkan proses pengambilan
keputusan. Poin utama pada tahapan ini
ialah pengaburan batas-batas wilayah atau
area bisnis seseorang. Saat ini cukup
banyak pembisnis baru yang kehadirannya
tidak dapat terprediksi sebelumnya. Para
pembisnis ini dapat mengekspansi area
bisnisnya, dan dengan sangat mudah
mengambil area bisnis lainnya yang serupa,
sehingga dapat dikategorikan sebagai
kompetitor.

Dampak VUCA tersebut memunculkan
lapangan kerja baru, meningkatan daya beli dan

kemudahan transaksi, serta mempercepat
digitalisasi ekonomi. Beberapa platform E-
Commerce yang cukup terkemuka di Indonesia
diantaranya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan
Bukalapak. Namun, keberhasilan E-Commerce
yang tumbuh sangat pesat dan cepat mengalami
tantangan yang cukup serius. Beberapa
tantangan utama melibatkan aspek teknis,
sosial, dan regulasi. Persaingan yang ketat dan
kompetetif baik dalam negara dan antar negara,
masalah keamanan transaksi, serta kebijakan
dan regulasi yang terus berubah adalah sebagian
dari hambatan yang perlu diatasi.

Penggunaan E-Commerce di suatu negara
akan membawa perubahan pasar dengan cepat
karena berupaya untuk memenuhi kebutuhan
konsumen. E-Commerce adalah istilah yang
sering digunakan dan terkait dengan internet,
namun seringkali definisinya tidak jelas bagi
banyak orang. Etimologi E-Commerce berasal
dari "electronic,” yang terkait dengan dunia
elektronika, perangkat elektronik, atau segala
hal yang berhubungan dengan teknologi
elektronik, dan perdagangan yang merujuk pada
kegiatan bisnis. Dalam konteks definisi, E-
Commerce adalah proses elektronik pembelian
dan penjualan barang dan jasa melalui internet.
Menurut Abdul Halim Barkatullah, E-
Commerce melibatkan kegiatan bisnis yang
melibatkan konsumen, manufaktur, penyedia
layanan, dan pedagang perantara menggunakan
jaringan komputer, yaitu internet (Santoso,
2016; Ummah, 2018). E-Commerce juga
merupakan suatu proses jual beli dalam
berbagai urusan, diantanya yaitu dalam dunia
bisnis, pemerintahan, ataupun individu dan
proses tersebut didukung dengan suatu jaringan
internet.

Dalam hal ini, E-Commerce menjadi suatu
perkembangan era Society 5.0 dan era
sebelumnya, vyang bertujuan memberikan
kemudahan interaksi sosial demi pertumbuhan
pembangunan di suatu negara, hal terebut juga
telah berdampak signifikan pada kemajuan
pesat ekonomi yang berjalan dalam suatu
negara. Tujuan utama E-Commerce adalah
memberikan efektifitas dan efisiensi transaksi
elektronik dalam menghubungkan antara
produsen, konsumen, dan komunitas melalui
sebuah aplikasi (Adina Dwijayanti, 2021;
Hendarsyah, 2019; Nurjati, 2021). Berdasarkan
berbagai definisi yang ada, terdapat kesamaan
di antara mereka, menunjukkan bahwa E-
Commerce ditandai oleh transaksi antara dua
pihak, pertukaran barang, jasa, atau informasi,
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dan internet sebagai medium utama dalam
proses atau mekanisme perdagangan tersebut.
Dari karakteristik tersebut, terlihat jelas bahwa
pada dasarnya E-Commerce merupakan
dampak dari perkembangan teknologi informasi
dan telekomunikasi, yang secara signifikan
mengubah cara manusia berinteraksi dengan
lingkungannya, terutama dalam mekanisme
dagang.

Dalam lingkungan yang terus berubah
sangat cepat, kemampuan untuk beradaptasi
dan berinnovasi akan menjadi kunci utama
dalam keberhasilan E-Commerce. Disisi lain,
situasi yang serba tidak menentu dan cepat ini
akan berakibat timbulnya berbagai macam
masalah publik yang memberikan multi-layered
effect. Di era  ketidakpastian  yang
dikarakterisasi oleh Volatility, Uncertainty,
Complexity, dan Ambiguity (VUCA), penerapan
tata kelola elektronik, juga dikenal sebagai E-
Governance, adalah langkah strategis penting
untuk mengelola dan mendukung pertumbuhan
E-Commerce di Indonesia. E-Governance
mencakup penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas dalam proses
pengambilan keputusan dan pelayanan publik
(Prihartono & Tuti, 2023). Ekonomi digital
bergantung pada keberhasilan E-Commerce,
yang memerlukan kerangka kebijakan yang
dapat menyesuaikan diri dengan dinamika pasar
yang berubah dengan cepat.

Perkembangan era VUCA dan digitalisasi
4.0 dalam dinamika sosial telah memaksa
masyarakat dan pemerintah untuk terlibat dalam
penggunaan  perangkat eletronik  dalam
melakukan segala aktivitas kepemerintahan,
Hal tersebut terjadi karena bentuk adaptasi dari
penerapan Good Governance yang diharapkan
ada dalam suatu negara. Maka E-Governance
hadir sebagai proses dalam menjalankan Good
Governance tersebut secara efisien. Dari
penjelasan konsep governance maka E-
Governance  dapat  diartikan sebagai
penggunaan information and communication
technology (ICT) dengan melibatkan berbagai
sektor baik sektor pemerintahan ataupun non
pemerintahan dalam menjalankan proses
governance (Ilham, 2021; Nurhadryani, 2009).

Menurut riset dari Harvard JFK School of
Government yang ditulis oleh Indrajit dalam
bukunya dijelaskan bahwa penerapan konsep
digitalisasi dalam sektor public harus
memperhatikan tiga elemen penting, yaitu

support, capacity, dan value (Indrajit, 2016).

Dengan penjabaran aspek sebagai berikut:

a) Elemen yang pertama adalah elemen
Support yaitu merupakan suatu dukungan
yang harus hadir dari berbagai stake holder
baik dalam pemerintahan maupun non
pemerintahan dan juga dukungan baik
internal maupun ekternal. Dukungan yang
kuat dan berkelanjutan diperlukan karena
dapat mengatasi resistensi dari suatu
perubahan, menciptakan stabilitas anggaran
serta dapat mewujudkan lingkungan yang
harmonis. Aspek dukungan yang baik
meliputi kepemimpinan dan kesadaran
pemangku kebijakan serta masyarakat,
komitmen jangka panjang serta dukungan
finansial.

b) Elemen kedua adalah kapasitas atau
Capacity yang  merupakan  suatu
kemampuan atau kesiapan sektor public
untuk  mengelola, mengadopsi serta
memanfaatkan teknologi. Aspek dalam
elemen ini meliputi pengetahaun serta
keterampilan  public, investasi  dan
pengembangan dalam system teknologi.

c) Elemen yang terakhir yaitu value yang
merupakan sauatu manfaat atau dampak
dari implementasi teknologi digital bagi
public, aspek yang terkandung dalam
elemen ini meliputi dampak positif
terhadap layanan  publik, efisiensi
oprasional dan pencapaian tujuan strategis
pemerintah sesuai dengan pemahaman
terhadap  kebutuhan  dan  harapan
masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga komponen ini
saling terkait dan mendukung satu sama lain,
membentuk dasar untuk keberhasilan dalam
transformasi digital pada sektor publik. Dengan
dukungan yang kuat, kapasitas yang memadai,
dan nilai yang signifikan, sektor publik dapat
mengoptimalkan potensi teknologi digital untuk
meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi
operasional sesuai dengan tujuan strategis yang
diharapkan oleh negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengungkapkan strategi  kebijakan publik
dalam lanskap e-governanace terhadap
pemanfaatan E-Commerce di era VUCA.
penelitian ini juga mendukung pembentukan
lingkungan  regulasi yang  mendukung
pertumbuhan ekonomi digital, yang
memastikan ~ bahwa  pemerintah  dapat
memainkan peran yang efektif dalam
mendukung dan mengelola transformasi digital
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di sektor E-Commerce dan juga meningkatan
ekonomi  digital di Indonesia  secara
berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  merupakan penelitian
deskriptif dengan mengunakan pendekatan
penelitian  kualitatif dengan  pendekatan
deskriptif yang bertujuan untuk
mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena,
serta keadaan yang terjadi selama penelitian ini
berjalan. Menurut Denzin dan Lincoln yang
dikutip dari buku Juliansyah Noor, menyatakan
bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu
penelitian  yang dalam penelitiannya
menggunakan latar belakang alamiah dengan
tujuan untuk menafsirkan segala fenomena
yang terjadi dengan melibatkan berbagai
metode yang ada. Kata kualitatif juga
menyiratkan pada suatu penekanan pada proses
dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau
frekuensinya (Creswell, 2016; Noor, 2011;
Sugiyono, 2011). Fokus penelitian dalam
penulisan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui
serta mendeskripsikan dinamika serta tantangan
yang muncul seiring dengan implementasi E-
Commerce di tengah era yang penuh
ketidakpastian (VUCA) di Indonesia.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan Studi Literatur
(Liberary Research) dan juga dengan
melakukan penelurusan pada informasi digital.
Sumber pustaka yang diperoleh berasal dari
proses membaca, menganalisa, serta
mengaitkan informasi dengan fokus penelitian.
Sumber pustaka dalam penelitian ini berupa
buku, jurnal, serta berita media online yang
dianggap relevan dengan topik yang diangkat.
Teknik analisis data merupakan sebuah metode
analisis yang bertujuan untuk melakukan proses
penyusunan data, pengkategorian data, serta
pencarian pola dan pemaknaanya. Penelitian ini
juga mmenerapkan proses sintesis dimana
dilakukan studi silang antara data yang
terkumpul dengan teori ata konsep yang
relevan. Data yang sudah terkumpul kemudian
diolah dan selanjutnya dilakukan penarikan
kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian
diperkuat dengan rekomendasi atau saran dari
penulis berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Era VUCA Memengaruhi
Kemampuan Pemerintah dalam
Menghadapi Tantangan Penerapan
Teknologi E-Commerce

Dalam tatanan organisasi pemerintahan dan
pelayanan publik beberapa tahun terakhir telah
menghadapi era VUCA yang serba tidak pasti,
tidak berarah, dan menghadapi situasi
perubahan yang sangat cepat. Dalam
menghadapi dinamika Era VUCA, Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) menghimbau
bahwa Pemerintah harus mampu beradaptasi,
berinovasi, dan berkolaborasi guna
menciptakan lingkungan pemerintahan yang
lebih responsif, efektif dan efisien (PANRB,
2022). Menurut pendapat kami, ada beberapa
hal vyang perlu dipertimbangkan oleh
Pemerintah dalam menghadapi penerapan
Teknologi E-Commerce ketika memasuki era
VUCA:

a) Regulasi dan Hukum

Perkembangan E-Commerce yang sangat
cepat memang menimbulkan  sejumlah
tantangan pembuatan dan penegakan hukum
serta regulasi yang tepat sasaran. Seperti yang
kita ketahui, bahwa hukum dan regulasi
seringkali kesulitan untuk mengikuti perubahan
yang sangat cepat, apalagi memasuki era
VUCA yang menyebabkan aturan yang sudah
dibuat menjadi tidak relevan dan tidak
memadai. Jika menghadapi situasi seperti ini
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik akan kurang relevan
di kemudian hari, Pemerintah sudah
sepantasnya perlu  bekerja sama dan
berkolaborasi dengan E-Commerce, industri,
pelaku usaha dan pemangku kepentingan
lainnya guna membuat kebijakan atau regulasi
yang tepat supaya relevan untuk kedepannya.
Ada Dbeberapa hal yang sangat perlu
diperhatikan dalam pembuatan kebijakan
terkait penerapan E-Commerce ini, seperti
halnya Hak Konsumen, Hak Cipta dan Merk,
Perlindungan Data, Perlindungan Penipuan,
Transparasi Harga, dan Pajak E-Commerce
(Tangkere et al., 2023). Pemerintah harus
berusaha untuk mengembangkan regulasi yang
tepat sehingga penggunaan E-Commerce oleh
masyarakat tidak menimbulkan berbagai
masalah baru. Pendekatan E-Governance dapat
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membantu dalam proses perumusan kebijakan
dan perubahan regulasi yang lebih tepat sasaran.

b) Perubahan Information and Technology

Teknologi  E-Commerce  berkembang
dengan sangat pesat, dan pemerintah harus
beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti
perkembangan seperti saat ini. Implementasi
teknologi digital diberbagai segmen membawa
peradaban baru. Menurut Pakpahan (Pakpahan,
2022) menjelaskan bahwa perubahan sistem
konvensional ke sistem berbasis digital sebagai
solusi untuk menjawab kebutuhan masa Kini.
Teknologi informasi pada E-Commerce sangat
berkembang dengan cepat dan menciptakan
tantangan bagi regulator untuk menyusun
kebijakan yang memang sesuai dengan
kebutuhan di beberapa negara. Kecepatan
perubahan teknologi dapat menciptakan
volatilitas dalam regulasi. E-Governance
memungkinkan pemerintah untuk mempercepat
proses pengambilan keputusan dan
implementasi kebijakan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, dengan
harapan regulasi tersebut dapat menjawab
tantangan yang muncul. Penerapan teknologi
dan pendekatan E-Governance dapat menjadi
alat penting dalam mengatasi tantangan ini.
Dalam menghadapi dinamika era VUCA,
pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan
E-Governance sebagai bagian dari strategi
untuk menghadapi tantangan penerapan
teknologi E-Commerce secara efektif dan
responsif (Tulungen et al., 2022).

c) Keamanan dan Privasi Data

Seiring  dengan  berkembangnya  E-
Commerce, penggunaan teknologi tersebut
sangat digemari oleh masyarakat. Pertumbuhan
teknologi E-Commerce telah memberikan
sangat banyak manfaat, tetapi juga
memunculkan  permasalahan lain  seperti
keamanan dan privasi data. Penggunaan E-
Commerce sangat rentan terhadap serangan
cyber, akibatnya ialah pencurian data
konsumen. Ketika data konsumen atau
pelanggan disalahgunakan, tentu akan berimbas
pada meruginya bisnis dan menyebabkan
kehilangan kepercayaan konsumen. Seperti
yang kita ketahui bahwa pengguna E-
Commerce sering memberikan informasi
pribadi saat membuat akun atau melakukan
transaksi. Pada saat seperti itu, pengguna E-
Commerce  mungkin tidak  sepenuhnya
menyadari bagaimana data mereka akan

digunakan. Maka dari itu kebijakan privasi dan
persyaratan penggunaan data harus jelas dan
transparan. Sebenarnya pemerintah telah
membuat kebijakan terkait perlindungan data
konsumen dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, namun seiring dengan
perkembangan waktu dirasa kurang relevan.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus
merumuskan  dan  menentukan  standar
keamanan minimum yang harus dipatuhi oleh
E-Commerce, yang mencakup praktik enkripsi,
kebijakan  akses, dan langkah-langkah
keamanan cyber lainnya untuk melindungi data
pelanggan (Santoso, 2015). Selain membuat
kebijakan, = pemerintah  tentunya  harus
melakukan evaluasi berkala harus ada untuk
memastikan regulasi tetap efektif dan relevan.

Tantangan E-Governance Dalam
Mendukung Implementasi E-Commerce Di
Era Vuca Indonesia

Pandemi covid yang dimulai pada tahun
2019, telah membungkam berbagai usaha yang
ada di dunia termasuk di Indonesia. Pada tahun
2021 Indonesia mengalami penurunan ekonomi
menjadi  3,7% vyang disebabkan adanya
pembatasan mobilitas masyarakat akibat
pandemi Covid-19, namun mulai tahun 2022
merupakan tahun recovery bagi Indonesia
karena mengalami peningkatan ekonomi
menjadi 5,31%. Hal tersebut didukung dengan
pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi digital
berbasis E-Commerce, mulai tahun 2022 E-
Commerce di Indonesia ~ mengalami
pertumbuhan pesat sebanyak 4,46% (Badan
Pusat Statistik, 2023).

Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023
telah  menunjukan bahwa E-Commerce
memiliki banyak sekali peluang peningkatan
ekonomi dan perluasan lapangan kerja bagi
Indonesia. Selain itu muncul problematika
lainnya, salah satunya adalah ketidakmampuan
individu bertahan pada kompetisi pasar yang
ada dan kemunculan predator pricing atau
pencurian data pribadi konsumen sebagai upaya
personalisasi data sehingga dapat menggerus
dan memonopoli minat konsumen pada pasar.
Tantangan tersebut menimbulkan berbagai
permasalahan di Indonesia dan kemudian
menuntut negara untuk mengambil peran dalam
pembuatan  regulasi terhadap tantangan
tersebut. Menurut elemen penerapan E-
Governance yang kedua yaitu capacity, peluang
yang didapatkan dalam E-Commerce memang
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telah menciptakan perluasan pasar tanpa
memandang batas teritorial suatu negara
sehingga pelaku usaha dapat memasarkan
produknya ke luar negeri dengan biaya yang
sedikit. Namun, pasar digital yang berkilauan
ini tidak hanya menarik investor domestik,
tetapi juga investor asing. Namun, sebagian
besar transformasi digital UMKM (Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah) Indonesia masih
terfokus pada tahap akhir rantai produksi. Hal
tersebut apabila tidak diatur dengan baik akan
memunculkan proses monopoli pasar.
Transformasi digital merupakan kunci
menciptakan ekonomi baru melalui sektor
ekonomi digital bagi UMKM Indonesia. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa manfaat
ekonomi digital dapat dirasakan oleh seluruh
rakyat sesuai dengan elemen value pada e-
governanace. Karenanya, pemerintah harus
melakukan perubahan mendalam dan segera
mengeluarkan regulasi yang dapat menciptakan
pasar digital yang sehat (Adina Dwijayanti,
2021). Regulasi tersebut harus mencegah
dominasi big data (data besar) dan eksploitasi
algoritma hanya pada satu platform saja. Sulit
untuk  mengabaikan  dugaan  monopoli
berdasarkan situasi saat ini. Media sosial yang
berperan sebagai agregator bagi platform
berjualan digital tampaknya akan menguasai
pasar di suatu negara, bahkan di tingkat global.
Ketika kondisi pasar dipenuhi oleh barang-
barang dengan harga yang sangat murah, pelaku
UMKM di platform digital lainnya juga akan
terpaksa menurunkan harga produk mereka.
Jika situasi ini terus dibiarkan, UMKM yang
seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi
nasional akan kesulitan untuk berkembang dan
bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Namun,
perlu diingat bahwa penggabungan media sosial
dan E-Commerce membuka potensi penguasaan
data yang besar, termasuk data perilaku
individu sebagai makhluk sosial dan sebagai
konsumen. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini
dapat mengarah pada penguasaan data end-to-
end dan dominasi rantai nilai perdagangan
elektronik oleh satu platform asing. Oleh karena
itu, regulasi yang cermat dan transparan sangat
penting untuk mengatasi masalah ini dan
menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi
dan perlindungan konsumen serta pelaku bisnis
lokal. Pada 25 September 2023 regulasi yang
diharapakan pun telah dideklarasikan sebagai
suatu bentuk elemen support pada penerapan e-
governnace oleh Menteri Perdagangan melalui
kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan
Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan
melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atas revisi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50
Tahun 2020. Peraturan tersebut dibuat sebagai
respons  terhadap  pertumbuhan  pesat
perdagangan melalui platform elektronik di
Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan
elektronik dan bisnis online telah menjadi
bagian penting dari ekonomi, memungkinkan
konsumen untuk berbelanja dengan mudah dari
kenyamanan rumah mereka (Mediana, 2023).
Salah satu alasan utama di balik pembuatan
kebijakan ini adalah untuk mengatasi
ketertinggalan regulasi dalam menghadapi
perkembangan teknologi. Seiring dengan
cepatnya perkembangan platform E-Commerce
dan media sosial, kebijakan yang ada tidak lagi
mencukupi untuk mengatur dinamika kompleks
perdagangan elektronik. Selain itu,
perlindungan konsumen juga menjadi salah satu
fokus utama PPMSE. Upaya memastikan ada
kerangka hukum vyang jelas, konsumen
dilindungi dari risiko seperti penipuan online,
produk palsu, dan praktik bisnis yang
merugikan. Keamanan dan kenyamanan
konsumen dalam melakukan transaksi online
menjadi prioritas. Kebijakan tersebut bertujuan
untuk mendukung pelaku usaha lokal, terutama
UMKM, dalam menghadapi persaingan dengan
platform besar asing. Regulasi ini menciptakan
persaingan yang sehat, memastikan bahwa
pelaku usaha dalam negeri memiliki peluang
yang adil untuk bersaing di pasar yang semakin
global dengan mengatur  perdagangan
elektronik yang tepat.

Dalam konteks implementasi E-Governance
untuk mendukung E-Commerce di era vuca ini
dukungan pemerintah menjadi suatu peran
kunci untuk menciptakan lingkungan yang
kondusif dan berkelanjutan, jika disimpulkan
pada penjabaran di atas pemerintah telah
mendukung penerapan E-Commerce sebagai
bentuk elemen support dengan mengeluarkan
kebijakan terkait keamanan data bagi konsumen
serta memastikan agar privasi konsumen tetap
terjaga, transformasi digital dalam layanan
publik juga semakin mudah diakses oleh
masyarakat  karena  penerapannya yang
melibatkan ekosistem E-Commerce seperti
pembayaran pajak yang bisa diakses melalui
shopee dan Tokopedia. Dalam elemen capacity,
E-Commerce telah membuka peluang pasar
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sehingga dapat menarik investor asing untuk
melakukan investasi di Indonesia dan dapat
meningkatkan kapasitas teknologi informasi
untuk mendukung integritas data serta
kemudahan akses bagi pemerintah dan
masyarakat baik dalam informasi ataupun
proses transaksi bagi pelayanan publik. Elemen
value pada E-Governance dalam mendukung
penerapan E-Commerce diharpakan timbul dari
regulasi yan baik dari pemerintah sehingga
dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas
dan aman bagi pelaku E-Commerce di
Indonesia dan adanya pertumbuhan bisnis
digital yang berkelanjutan serta layanan publik
digital yang berjalan atas dasar kolaborasi
pemerintah dan E-Commerce diharapkan dapat
meningkatakan efisisensi dan kenyamanan bagi
masyarakat.

PENUTUP

Peran E-Governance dalam penelitian ini
mengungkap betapa kritisnya peran teknologi
informasi dan komunikasi dalam membentuk
landasan bagi keberhasilan E-Commerce. E-
Governance bukan hanya menjadi pendukung
tetapi juga pilar utama dalam menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan
ekonomi digital di era VUCA Indonesia.
Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan E-
Governance untuk mendukung E-Commerce
diidentifikasi sebagai aspek krusial penelitian
ini. Tantangan tersebut melibatkan berbagai
bidang, mulai dari hambatan teknis hingga
perubahan regulasi dan aspek sosial. Upaya
bersama dalam mengatasi hambatan-hambatan
ini menjadi  esensial untuk  mencapai
implementasi E-Governance yang sukses.

Penelitian menegaskan perlunya fleksibilitas
dan responsivitas dalam kebijakan E-
Governance di era VUCA. Dalam dinamika
yang cepat berubah, pemerintah perlu mampu
beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi,
dan kebutuhan konsumen dengan cepat.
Kebijakan yang fleksibel dan responsif akan
membantu menciptakan lingkungan yang
mendukung  inovasi  dan  pertumbuhan
berkelanjutan,  salah  satunya  dengan
memanfaatkan ekosistem E-Commerce.
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